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In Indonesia, the plausibility of religion is very high, both at individual and at societal level. 
People do not consider religion and state as totally independent. Rather, religion plays a central 
role in public policies, and the state is expected to deal with religious matters.  In recent years 
there has been an Islamisation of politics that can be understood against the background of 
recent democratisation and decentralisation of politics in Indonesia, and which illustrates the 
shrinking divide between religion and politics in recent years . This article examines the attitudes 
of Indonesian University students towards the relationship between religion and state. After 
having presented a theoretical structure of different state-religion relationships, we will describe 
the levels of agreement with each model among Muslim and Christian students. We describe 
where these differing views on religion-state relationships can be found, and end with describing 
the religious beliefs that can predict agreement with either model. 
 
Keywords:  religion-state   relation,   liberalism,   communitarianism,  religion,   Islam,  Kristen, 
empirical research, Indonesia 
 
Abstrak 
Kondisi   politik  Indonesia   pada  dasarnya   tidak  pernah  dapat  benar-benar   dipisahkan   dari 
keberadaan  dan peran agama di tengah masyarakat.  Sebagai  konsekuensi,  pemahaman  tentang 
relasi agama dan negara adalah wacana yang tetap menjadi relevan untuk dibicarakan.  Semakin 
kuat peran agama dalam politik berarti dapat kita asumsikan  sebagai  semakin  kuat pula relasi 
agama dan negara. Demikian pula sebaliknya. Di dalam artikel ini kami mencoba untuk 
memperlihatkan  tiga  hal.  Pertama,  uraian  singkat  tentang  situasi  politik  dalam  hubungannya 
dengan agama di Indonesia. Kedua, konseptual terhadap model-model relasi agama-negara 
berdasarkan pandangan filsafat, khususnya berdasarkan wacana tentang liberalisme dan 
komunitarianisme.   Ketiga,   berdasarkan   model-model   tersebut,   kami  melakukan   penelitian 
empiris  (kuantitatif)  untuk  melihat  sampai  sejauh  mana  mahasiswa  Muslim  dan  Kristen  di 
Indonesia   mengenali,   menyetujui   dan  menghidupi   model-model   relasi  agama   dan  negara 
tersebut dalam pengalaman dan konteks mereka. Lebih jauh dalam penelitian empiris ini kami 
mencoba untuk melihat bagaimana masing-masing  model relasi agama-negara  itu dibentuk oleh 
variabel kepercayaan  agama. Subjek penelitian  adalah dua kelompok  agama yang berbeda, hal 
ini memungkinkan  kami juga melakukan komparasi. 
 
Kata  kunci:  hubungan  agama-negara,  liberalisme,  komunitarianisme,  agama,  Islam,  Kristen, 




Sekalipun pemisahan agama dan negara 
tidak  secara  langsung   dikodifikasikan   dalam 
piagam  Hak Azasi  Manusia,  di  dalamnya 
terdapat hal-hal penting mengenainya. Konsep 
kebebasan ‘dari’ dan ‘untuk’ (ber)agama 
setidaknya   menunjukkan   tentang   bagaimana 
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hubungan agama dan negara ditentukan. Pada 
praktiknya kita dapat menemukan pandangan- 
pandangan yang berbeda mengenai hubungan 
ideal agama dan politik. Karangan ini hendak 
mendeskripsikan bagaimana perbedaan cara 
mahasiswa Muslim dan Kristen di Indonesia 
melihat  hubungan  ideal  agama  dan negara.  Di 
sini juga dijelaskan bagaimana mereka 
menyepakati model-model hubungan agama- 
negara,  berangkat  dari  latar  belakang 
kepercayaan agama mereka masing-masing. 
 
Karangan ini secara garis besar terbagi 
dalam lima bagian. Pertama, kami akan melihat 
konteks kekinian Indonesia khususnya terkait 
dengan relasi antara agama dan negara. Kedua, 
kami   memperlihatkan   teori   tentang   struktur 
relasi  agama-negara.   Kami  menggunakan 
struktur teori filsafat politik yang membedakan 
liberalisme dan komunitarianisme. Kemudian 
kami akan menggunakan tipologi ini sebagai 
ukuran pembanding lintas agama. Bagian 
Keempat, kami akan mendeskripsikan dan 
menginterpretasi   hasil-hasil  empiris  dari  riset 
kami  mengenai  sikap-sikap  terhadap  relasi 
agama-negara. Terakhir, kesimpulan sebagai 
penutup. 
 
 Politik  Kontemporer   di  Indonesia  dan 
Menyusutnya Konsep Pemisahan Agama 
dan Negara 
 
Publikasi terbaru Human Rights Watch 
(2013)   melaporkan   meningkatnya   secara 
intensif  intoleransi  agama  di  Indonesia.  Pada 
akhir 1990an posisi agama dalam masyarakat 
tampak mengalami titik balik dalam sejarah 
Indonesia. Kelompok-kelompok ekstrim keagamaan 
tampak menunjukkan peningkatan terutama 
setelah  Suharto  lengser  pada  21  Mei  1998. 
Sejak  saat  itu,  berkembanglah   dua  hal  yang 
saling berkaitan, yaitu menguatnya pengaruh 
agama dalam politik dan sekaligus semakin 
bermasalahnya  hubungan  antara agama dan 
negara di Indonesia. 
 
Pertama, bangkitnya ekstrimisme keagamaan 
dan pengaruhnya pada politik secara paradoks 
berhubungan dengan proses demokratisasi yang 
terbangun   di  Indonesia.   Ekstrimisme   agama 
seolah    mendapatkan    ruang    untuk    muncul 
undang  dan  peraturan.  Pengenalan  hukum 
syariah  di Provinsi  Aceh  mungkin  adalah 
contoh  yang  paling  terkenal  dan  paling 
ekstrem.
1  
Pada kenyataannya ini adalah contoh 
yang juga relevan dengan perkembangan umum 
di Indonesia. Musdah Mulia (2011: 42) 
melaporkan ada 156 kebijakan daerah, surat 
edaran atau keputusan eksplisit berdasarkan 
prinsip-prinsip moralitas Islam yang dapat 
digolongkan sebagai perda syariah (peraturan 
daerah yang dipengaruhi  oleh syariah).  Di sini 
kita dapat melihat bahwa persoalan pemisahan 
agama  dan negara  di Indonesia  sedang  berada 
di bawah tekanan. 
 
Sejarah pembentukan konstitusi di 
Indonesia  telah  memperlihatkan  ketegangan 
antara  umat  Islam  dan  kelompok  sekuler. 
Sebagian besar Undang-Undang Dasar dibangun 
berdasar ideologi Pancasila dari Soekarno. 
Rumusan tentang “Ketuhanan yang Maha Esa” 
adalah  kompromi  historis  antara  ide-ide  Islam 
dan nasionalis sekuler pada saat kelahiran 
Republik Indonesia. Pada awalnya pembukaan 
rancangan   UUD   tahun   1945   (yang   dikenal 
sebagai Piagam Jakarta), serta Pasal 29 dalam 
draft   tubuh   UUD   justru   diperpanjang   oleh 
klausul yang menyatakan  “kewajiban 
menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk- 
pemeluknya”.   Dengan   tambahan   ini   hukum 
Islam  akan  berlaku  bagi  umat  Islam  di 
Indonesia. Tambahan pada Piagam Jakarta ini 
akhirnya tidak termuat dalam bentuk akhir 
konstitusi  yang  diumumkan  pada  tanggal  18 
Agustus  1945  (lih  Intan  2006:  31-80;  Hosen, 
2007; Feener, 2007: 81-117). ‘Yang Maha Esa’ 
adalah   tambahan   pada   konsep   “Ketuhanan” 
untuk  menerima  monoteisme  dalam  Islam 
(tawhid,   atau   ‘keesaan   Tuhan’).   Singkatnya, 
baik ideologi  pancasila  dan UUD adalah  hasil 
dari  perdebatan  antara  visi  politik  liberal  dan 
visi komunitarian dalam agama. 
 
Pada awal abad ke-21 beragam usaha 
dilakukan  untuk  memperkenalkan  kembali 
Piagam  Jakarta.  Di  antaranya  melalui 
amandemen-amandemen, seperti pada pembukaan 
Pasal  28j UUD:  “(2)  Dalam  menjalankan  hak 
dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 
kepada    pembatasan    yang    ditetapkan    oleh 
setelah lengsernya Suharto pada tahun 1998. Di    
sini  kita  melihat  bahwa  agama  memiliki 
pengaruh hebat terhadap politik. Kedua, 
desentralisasi yang semakin memperkuat campur 
tangan  agama  setempat  pada  politik,  undang- 
1Undang-undang  18/2001  pemberian 
otonomi khusus pada Aceh termasuk izin untuk 
memperkenalkan hukum syariah sebagai tambahan 
untuk, dan bukan pengganti dari, hukum perdata dan 
pidana nasional. 
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undang-undang dengan maksud semata-mata 
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis.”2  Hal ini diikuti oleh 
penafsiran  yang  beragam  khususnya  pada 
bagian yang menyatakan bahwa “setiap orang 
wajib tunduk kepada pembatasan... [untuk 
menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas 
hak dan kebebasan orang lain] ... sesuai dengan 
pertimbangan moral [dan] nilai-nilai agama”. 
Rumusan ini rentan menjadi pembatas hak asasi 
manusia  terhadap  beberapa  orang, berdasarkan 
keyakinan agama orang lain. 
 
Secara eksplisit  beberapa  contoh 
undang-undang terkini di bawah ini dapat kita 
lihat sebagai pendahuluan yang menyiratkan 
pembatasan terhadap kebebasan beragama. 
Pertama, pasal tentang Perlindungan Anak (no. 
23/2002) termasuk kewajiban “perlindungan” 
agama anak hasil adopsi, yang harus dipelihara 
berdasarkan   agama   mayoritas   masyarakat   di 
mana orang tua angkatnya tinggal. Kedua, 
peraturan   tentang   Pendirian   Rumah   Ibadah, 
yang dibuat  tahun 1969, menyarankan 
Pemerintah  Lokal  agar  “rumah  ibadah  hanya 
bisa  didirikan  dengan  persetujuan  pemerintah 
daerah”.
3 
Revisi pada tahun 2006 menetapkan 
bahwa     para     pemimpin     pemerintahan     di 
provinsi, kota dan kabupaten harus membentuk 
“forum kerukunan umat beragama” untuk 
memberikan nasihat kepada gubernur, walikota 
atau bupati mengenai pembangunan  Gereja dan 
Masjid. Ketiga, usulan mengenai Rancangan 
Undang-Undang Kerukunan Beragama (2011), 
yang masih terus didiskusikan, yang 
menggabungkan kebijakan yang ada tentang 
rumah ibadah, pendidikan agama, praktik 
penguburan,  dan  perayaan  keagamaan. 
Sekalipun usulan ini belum berhasil, legislatif 
telah    menyetujui    Undang-Undang     Konflik 
Sosial yang berkaitan dengan hal itu, yang 
mengizinkan pemerintah pusat atau daerah 
mengumumkan keadaan darurat pada peristiwa 
konflik   agama.   Merujuk   pada   konflik   yang 
 
2
Majelis Permusyawaratan  Rakyat, Amandemen 
Kedua  Atas   Undang-Undang   Dasar   Indonesia,   8 
Agustus 2000. 
3
Surat  Keputusan  Bersama,  No.  1/Ber/ 
MDN-MAG/1969, 13 September 1969, oleh Menteri 
Dalam  Negeri Amir Machmud  dan Menteri Agama 
Mohammad Dahlan. 
telah terjadi, UU ini telah dikritik berpotensi 
mendorong keterlibatan militer jika ada konflik 
terjadi. 
 
 Model-model  Hubungan  antara  Agama 
dan Negara 
 
Hubungan yang ideal antara agama dan 
negara   dapat   dipahami   secara   berbeda-beda. 
Pada bagian ini kami mengidentifikasi  berbagai 
jenis hubungan antara agama dan negara, yang 
didasarkan pada konsep filosofis-politis 
liberalisme dan komunitarianisme (Bader, 2007; 
Fergusson, 1997; Rawls 2001; Sandel, 1982; 
Taylor, 1994; Torfs, 2002). Masing-masing 
pandangan   saling  bersaing  menempatkan 
individu dan (agama) masyarakat sebagai dasar. 
Lebih  lanjut,  model-model  itu  menyikapi 
dengan berbeda tingkat netralitas pemerintah 




Perspektif  liberal  ditandai,  pertama- 
tama, dengan desakan pada netralitas prosedural 
dan  netralitas  substantif  (Rawls,  1988;  1996: 
192; Taylor 1994: 56). Netralitas prosedural 
berarti bahwa dalam menetapkan kebijakan, 
pemerintah tidak dapat bergantung pada definisi 
substantif   tentang   apa   yang   ‘baik’.   Secara 
positif, ini berarti bahwa setiap orang yang 
berkepentingan harus bersedia mendukung 
kebijakan  yang  ditetapkan,  terlepas  dari 
konsepsi  mereka  tentang  ‘kebaikan’.  Dengan 
kata lain, argumen  kebijakan  harus  sesuai 
dengan  aturan  universal,  seperti  yang 
dirumuskan oleh Habermas (1993: 32) sebagai 
berikut: “Norma yang valid harus memenuhi 
syarat bahwa konsekuensi dan efek samping 
ketaatan umum itu dapat diantisipasi agar 
memuaskan  kepentingan  masing-masing 
sehingga   dengan   bebas   dapat   diterima   oleh 
semua yang terkena dampaknya (dan dapat 
diterapkan pada apapun kemungkinan alternatif 
regulasinya) “(lih Van der Ven 1998a: 276f). 
Netralitas substantif berarti bahwa tidak ada 
alasan apapun bagi pemerintah untuk 
mempromosikan  persepsi  tertentu  tentang  apa 
saja yang ‘baik’, misalnya agama tertentu. 
Pemerintah hanya boleh memberikan kerangka 
netral yang membebaskan tiap individu untuk 
dapat memilih sendiri nilai-nilai atau konsep 
tertentu.   Namun,   premis  netralitas   substantif 
tidak mengurangi fakta bahwa konsepsi tentang 
‘kebaikan’ dan praktik yang terkait dengan 
konsepsi ini harus memenuhi standar minimum 
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keadilan. Dalam hal ini, tindakan pemerintah 





Liberalisme   juga  menekankan   bahwa 
tiap individu harus memiliki akses yang sama 
terhadap fasilitas yang disediakan pemerintah, 
tanpa memaksakan nilai-nilai tertentu pada 
mereka. Tiap warga dapat berkembang sesuai 
dengan   pilihan   mereka   sendiri.   Liberalisme 
dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu liberalisme 
otonom dan liberalisme keragaman. Liberalisme 
otonom fokus pada otonomi individu sebagai 
tujuan akhir. Sementara dalam liberalisme 
keragaman,  otonomi terletak di tingkat 
masyarakat yang berarti bahwa tujuan utama 
kebijakan pemerintah adalah untuk 
mempertahankan atau mendorong keragaman 
masyarakat. 
 
    Liberalisme Otonom 
 
Dalam liberalisme otonom, otonomi 
dianggap sebagai kemampuan dan kemauan 
individu untuk mengadopsi sikap kritis terhadap 
nilai dan norma-norma dalam tiap tradisi. Sikap 
kritis   yang   menyiratkan   kebebasan   individu 
untuk   mengkritik   gagasan   tradisi   yang   ada, 
sesuai  dengan  kriteria  internal  dan  eksternal 
(lih. Hirst, 1974; Siegel 1988). Bagi liberalisme 
otonomi, hal ini adalah sah, karena zaman kita 
ditandai  dengan  rasionalitas  yang  terbukti 
dengan adanya perbedaan  pendapat  tentang 
bentuk kehidupan yang baik. Jika disepakati 
bahwa   ada   perbedaan   pendapat   yang   wajar 
tentang kemungkinan adanya definisi-definisi 
kehidupan yang baik, maka respon yang tepat 
adalah  memberi  tempat  pada  kebebasan 
individu. 
 
Tiap individu memiliki hak untuk 
memperoleh  pengetahuan  dan  merumuskan 
nilai-nilai mereka sendiri tanpa intervensi dari 
negara (Mulhall & Swift, 1996:45). Ini 
menyiratkan  netralitas radikal dari negara yang 
tak  terpengaruh  oleh  keyakinan  kelompok 
agama tertentu. Rawls (1971: 136ff) 
menggambarkan  situasi  saat  pengambil 
kebijakan bersikap seolah tidak memiliki 
informasi    tentang   posisi   sosial   dan   dasar 
 
4
“Jadi, jika kekuasaan konstitusi mengambil 
langkah-langkah   tertentu  untuk  memperkuat   nilai- 
nilai toleransi dan saling percaya, misalnya dengan 
mengecilkan   berbagai   macam  diskriminasi   agama 
dan  ras  [...],  belum  tentu  menjadi  sebuah  negara 
yang sempurna [...]” (Rawls, 1996: 195). 
keyakinan agama, atau bahkan terhadap diri 
mereka sendiri. Hubungan dibangun di atas 
prinsip-prinsip  keadilan  universal  yang  bebas 
dari prasangka substantif. Model ini 
mengasumsikan bahwa negara tidak memusuhi 
agama, tetapi tidak ada ruang untuk intervensi 
terhadap agama. Dalam literatur, model ini juga 
disebut  sebagai  model  pemisahan  tegas  (Fox, 
2008: 78ff; Madeley, 2009: 185ff). 
 
    Liberalisme Keragaman 
 
Menurut liberalisme keragaman, otonomi 
individu seperti dalam model sebelumnya 
menyiratkan pembatasan pada budaya untuk 
bertahan hidup. Hal ini dapat membahayakan 
keragaman dalam masyarakat. Liberalisme 
keragaman   menganggap   keanekaragaman 
agama  dan budaya  sebagai  harta.  Oleh karena 
itu,  di sini  otonomi  terletak  pada  masyarakat. 
Ini berarti bahwa tujuan kebijakan pemerintah 
adalah untuk memastikan kelangsungan hidup 
komunitas tiap agama secara memadai,   tetapi 
pemerintah tetap tidak dipengaruhi oleh tradisi 
agama tertentu. Dalam model ini, tujuan utama 
negara  adalah  untuk  melindungi  keanekaragaman 
yang  ada  (Galston,  1995:  523).  Namun, 
kebebasan komunitas untuk mengabadikan 
identitasnya  harus  dibatasi  terutama  ketika 
mereka menjadi tidak menghormati keragaman 
terhadap tradisi-tradisi lain. 
 
Baik dalam hal otonomi maupun 
netralitas, kedua model tersebut terutama lebih 
ditujukan untuk menjaga hak-hak kelompok 
agama daripada hak-hak individu. Dalam model 
ini,   prinsip   netralitas   –   yang   mensyaratkan 
negara tidak akan campur tangan dalam urusan 
individu – tentulah masih kritis, sekalipun 
keragaman individu dan kelompok dipandang 
sebagai substantif (lih. Mulhall & Swift, 1996: 




Unsur pertama dari kritik penganut 
komunitarianisme   terhadap  liberalisme  adalah 
‘netralitas’ itu adalah hal yang tidak mungkin. 
Liberalisme sering disebut sebagai implikasi 
budaya  Barat  yang  memprioritaskan   otonomi 
diri berdasarkan kebebasan memilih. Menurut 
pandangan komunitarian, hal itu menyiratkan 
tidak adanya pengakuan yang tepat pada budaya 
atau agama. Dengan kata lain, para kritikus 
menyatakan   bahwa   liberalisme   tidak   cukup 
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memberi perhatian pada substansi tradisi-tradisi 
keagamaan tertentu. 
 
Menurut komunitarianisme, pertama, 
pengakuan – kondisi yang diperlukan dalam 
identitas  –  menjadi  bermakna  bila  dalam 
kebijakan maupun perlakuan terhadap individu 
dan  kelompok,  kita  memperhitungkan 
perbedaan substantif. Ini berarti bahwa ada 
perbedaan hak dan kewajiban substantif yang 
mendasar  dalam agama. (lih Taylor,  1994: 40- 
41;   Sandel,   1982;   Santosa,   1994).   Berbeda 
dengan gagasan liberal murni, pendekatan ini 
didasarkan pada pandangan bahwa pemerintah 
dapat melindungi  dan membina  tradisi 
keagamaan  tertentu.  Kedua,  jika  dalam 
liberalisme nilai tertinggi ditempatkan pada 
individu, dalam komunitarianisme nilai tertinggi 
ditempatkan pada komunitas. Komunitarian 
menekankan   bahwa   identitas   individu 
tergantung   pada   hubungan   dialogis   dengan 
orang   lain   dan   kelompok.   Tidak   ada   yang 
benar-benar independen dari masyarakat, baik 
kelas sosial, kelompok etnis, ataupun komunitas 
agama. Melalui interaksi dalam masyarakat, 
individu menyesuaikan asal identitas sosial 
mereka, tempat nilai-nilai dibagikan dan norma- 
norma memainkan peranan penting. Masyarakat 
adalah  tempat  di  mana  ide-ide  dan  praktik- 
praktik tersebut disampaikan pada tiap individu 
(Taylor,  1994:  34;  lih  Sandel,  1982;  Santosa, 
1994; Fergusson, 1997). 
 
Dalam konteks hubungan antara agama 
dan negara, komunitarianisme menekankan 
dukungan negara pada masyarakat agama. 
Komunitarianisme berusaha menerima definisi 
substantif bahwa kehidupan yang baik berada di 
tingkat  komunitas  atau  masyarakat.  Di  bawah 
ini   kita   akan   melihat    lebih   jauh   tentang 
‘komunitarianisme kelompok’ yang bersifat 
moderat  serta  tentang  ide  yang  lebih  radikal, 
yaitu  ‘komunitarianisme  negara’ (lih  Sterkens, 
2001:  189ff;  Fox,  2008:  4ff  & 62F;  Madeley, 
2009). 
 
    Komunitarianisme Kelompok 
 
Kata ‘kelompok’  dalam  istilah 
‘komunitarianisme  kelompok’ menyiratkan 
bahwa individu tidak dapat dipisahkan 
sepenuhnya dari ikatan sosial mereka (lih 
Fergusson,  1997:  42). Dalam  model  ini, nilai- 
nilai bersama dalam tiap kelompok yang 
berkembang di masyarakat adalah substantif. 
Namun,  model  ini  berpendapat  bahwa  dalam 
konteks keragaman, nilai-nilai bersama dapat 
dibentuk hanya pada tingkat komunitas. Dengan 
demikian, model ini membedakan masyarakat 
yang lebih luas dengan komunitas agama yang 
merupakan bagian dari masyarakat tersebut. 
Negara harus mengakui, melindungi, dan 
mendukung kelompok-kelompok agama yang 
berbeda untuk kepentingan masyarakat luas. 
Pemerintahan negara harus mendukung semua 
kelompok agama dan memfasilitasi transmisi 
nilai-nilai   dan   norma-norma   mereka   (Trigg, 
2007: 92 & 208; Fox, 2008: 48 & 362). 
 
    Komunitarianisme Negara 
 
Komunitarianisme    negara   adalah 
bentuk radikal komunitarianisme yang di 
dalamnya  satu  cara  pandang  substansial 
dijadikan landasan bagi negara; dan pada 
gilirannya negara diberi tanggung jawab untuk 
melakukan transmisi tradisi agama tertentu (lih 
Sandel, 1982; Taylor, 1994; Santosa, 1994; 
Benhabib, 1996; Fergusson, 1997). Hal ini 
menyiratkan bahwa negara memiliki hubungan 
yang sangat dekat dengan satu agama tertentu. 
Sebuah tradisi keagamaan tertentu mendominasi 
pemerintahan   dalam  undang-undang   dan 
berbagai peraturan, dan negara merepresentasikan 
tradisi keagamaan ini (Trigg, 2007: 92). Untuk 
beberapa    kelompok    Muslim    di   Indonesia, 
model komunitarianisme negara sesuai dengan 
pemahaman bahwa Islam harus menjadi sumber 
utama kehidupan politik. Prinsip agama Islam 
yaitu   tawhid,   sebagai   dasar   iman   dan  nilai 
utama  kehidupan  sosial,  dapat  mempengaruhi 
cara mereka memandang  negara (Noble, 2010: 
89ff). 
 
Operasionalisasi dan Pengambilan Sampel 
 
Dalam penelitian empiris ini kami 
menggunakan empat model relasi agama-negara 
yang berbeda berdasarkan uraian teori di atas: 
liberalisme otonom, liberalisme keragaman, 
komunitarianisme  kelompok dan komunitarianisme 
negara.   Lima   poin   skala   Likert   digunakan 
sebagai  respon  terhadap  item-item  tersebut 
mulai dari sangat tidak setuju (1) hingga 
sepenuhnya   setuju   (5).  Daftar   lengkap   item 
dalam kuesioner adalah sebagai berikut: 
 
Liberalisme Otonom: 
1.   Tradisi  negara  dan  tradisi  agama  masing- 
masing harus benar-benar independen. 
5.   Pemerintah  seharusnya  tidak  mengganggu 
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agama sama sekali. 
9.  Negara  dan  agama  harus  benar-benar 
terpisah. 
13. Negara   tidak   harus   berurusan   dengan 
masalah agama sama sekali. 
 
Liberalisme Keanekaragaman: 
2.  Negara harus melindungi semua agama di 
masyarakat tanpa pengecualian apapun. 
6.   Negara   harus   melindungi    semua   umat 
beragama demi keanekaragaman. 
10. Negara harus menjamin kebebasan dan hak- 
hak semua kelompok agama secara sama. 
14. Negara harus melindungi  berkembangnya 
semua agama di masyarakat. 
 
Komunitarianisme Kelompok: 
3.   Negara harus memfasilitasi berkembangnya 
tiap komunitas agama. 
7.   Negara harus mendukung komunitas agama 
yang berbeda dalam menyalurkan nilai-nilai 
mereka. 
11. Negara bisa mendapatkan keuntungan saat 
mempromosi nilai-nilai agama. 
15. Negara  harus  mempromosikan  tiap  tradisi 
keagamaan    sehingga    memungkinkan 




4. Negara   harus   mendasarkan    seluruh 
masyarakat pada nilai-nilai agama saya. 
8. Politik harus terinspirasi oleh ide-ide 
keagamaan tertentu. 
12. Negara  harus  didasarkan   pada  nilai-nilai 
dan norma-norma agama saya. 
16. Pemerintah   harus   terinspirasi   oleh  nilai- 
nilai dan norma-norma tradisi agama saya. 
 
Untuk sampel penelitian kami memilih 
lokasi yang ditandai dengan kehadiran Muslim 
dan  Kristen  dalam  posisi  mayoritas/minoritas, 
dan  dengan  sejarah  konflik  serta  ketegangan 
yang berbeda di antara kelompok-kelompok 
tersebut. Provinsi Maluku dan Yogyakarta 
memenuhi kriteria tersebut. Secara historis, 
Maluku adalah daerah Kristen, tetapi dengan 
minoritas  Muslim  yang  cukup  besar; 
Yogyakarta  memiliki  mayoritas  Muslim  besar, 
dan minoritas Kristen kecil. Selain itu, di kota 
Ambon (Maluku), hubungan antara Muslim dan 
Kristen telah bermasalah sejak akhir tahun 
sembilan puluhan. Sedangkan di Yogyakarta, 
Muslim dan Kristen hidup berdampingan secara 
relatif damai. Di setiap daerah dipilih tiga 
universitas:   universitas   negeri   (dengan 
mayoritas mahasiswa Muslim atau Kristen, 
tergantung pada populasi sekitar); universitas 
Islam  dengan  mayoritas   mahasiswa   Muslim; 
dan universitas Kristen dengan mayoritas 
mahasiswa Kristen. Di Maluku (Ambon) kami 
memilih: Universitas (Negeri) Patimura 
(UNPATI); Institut Agama Islam Negeri (IAIN); 
dan Universitas Kristen Maluku (UKIM). Di 
Yogyakarta: Universitas (Negeri) Gadjah Mada 
(UGM);  Universitas  Islam  Negeri  Sunan 
Kalijaga (UIN); dan Universitas Kristen Duta 
Wacana   (UKDW).   Kami   mengambil   sampel 
acak dari  250 mahasiswa  yang terdaftar  resmi 
pada tahun pertama sampai dengan keempat di 
masing-masing  universitas,  yang menghasilkan 
1.499  kuesioner  yang  valid,    terdiri  dari  46,6 
persen  laki-laki;  51,6  persen  wanita;  52,8 






Pada bagian ini kami hendak menjawab 
empat  pertanyaan  penelitian:  (1) Apa saja 
model-model  hubungan  antara  agama  dan 
negara yang dikenali oleh responden mahasiswa 
Muslim  dan  Kristen  pada  saat  mereka 
ditempatkan sebagai kelompok responden yang 
berbeda? (2) Apakah ada perbedaan yang 
signifikan  antara  mahasiswa  Muslim  dan 
Kristen dalam persetujuan mereka pada model- 
model hubungan antara agama dan negara? (3) 
Di antara mahasiswa Muslim dan Kristen, 
karakteristik    personal    seperti    apa    (sosial 
budaya, sosial ekonomi dan sosial-keagamaan) 
dan  keyakinan  agama  seperti  apa  yang 
berkaitan    dengan    model    hubungan    antara 
agama  dan  negara?  (4)  Karakteristik  personal 
dan keyakinan agama mahasiswa Muslim dan 
Kristen  seperti  apa yang  dapat  dilihat  sebagai 
alat prediksi model hubungan antara agama dan 
negara? 
 
 Model-Model   Relasi  Agama-Negara   di 
Kalangan  Mahasiswa  Muslim  dan 
Kristen 
Untuk menjawab  pertanyaan  penelitian 
yang   pertama,   kami   melihat   komparabilitas 
 
5
Informasi  detail  tentang  proses  sampling 
dan pengumpulan data dapat dilihat dalam disertasi 
doktoral Hadiwitanto (2015–akan terbit) dan tersedia 
jika diminta kepada penulis. Profil singkat mengenai 
universitas  dapat  ditemukan  dalam  buku  Sterkens 
dkk. (2014: 18-21). 
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model hubungan agama-negara di antara 





Rangkaian analisis faktor menghasilkan 
tiga skala yang equivalen: item 14, 6, 2, dan 10 
(liberalisme   keragaman)   yang  bergabung 
dengan item 3 dan 7 (komunitarianisme 
kelompok)  dalam faktor pertama;  item 12, 16, 
dan 4 ada dalam faktor kedua (komunitarianisme 
negara);  dan  item  9,  13,  5,  dan  1  bergabung 
dalam faktor ketiga (liberalisme otonom). Ini 
berarti bahwa model liberalisme keanekaragaman 
dan  komunitarianisme  kelompok  bergabung 
dalam  satu  kelompok.  Kedua  ujung  luar 
spektrum   pada  hubungan   antara   agama   dan 
negara, yang secara teoritis kami bedakan, yaitu 
komunitarianisme   negara  dan  liberalisme 
otonom dapat dikenali dengan baik oleh kedua 
kelompok responden (Muslim dan Kristen) (lih 
tabel 1). 
 
Kedua   model   yang   bersifat   moderat 
dari  hubungan  antara  agama  dan  negara 
bergabung dalam satu pengukuran, yang terdiri 
dari item 14, 6, 2 dan 10 (model liberalisme 
keragaman), dan item 3 dan 7 (model 
komunitarianisme kelompok). Responden kami 
tidak  dapat  mengenali  perbedaan  dari  kedua 
model tersebut di atas. Sebaliknya, mereka 
menekankan karakteristik umum, bahwa 
pemisahan  antara agama dan negara tidak total 
dan bahwa negara harus mengakui kelompok 
agama  yang  berbeda.  Hal  ini  mengonfirmasi 
pendapat bahwa di Indonesia negara tidak dapat 
 
6
Analisis faktor dilakukan untuk mendapatkan 
model hubungan agama dan negara yang memiliki 
struktur sama pada kedua kelompok responden. Ada 
tiga langkah yang dilakukan. Pertama, menganalisis 
kedua kelompok responden bersamaan. Metode yang 
digunakan   adalah   Principal   Axis   Factoring 
(varimax)   dengan   kriteria   sebagai   berikut:   eigen 
value >1; commonality  >.20; factor loadings   >.30, 
dan jika ada dua item yang sama, maka perbedaan 
factor  laoding-nya   harus  >.15.  Kedua,  dari  hasil 
yang   pertama   analisis   faktor   dilakukan   terpisah 
untuk melihat untuk mengungkap jika ada perbedaan 
antarkelompok.   Ketiga,  analisis  kembali  dilakukan 
bagi kedua kelompok bersama. Perbedaan antara 
Muslim dan Kristen dieliminasi untuk mendapatkan 
model komparatif lintas-agama. Demi kesederhanaan,  kita 
hanya  melaporkan  hasil  akhir  dari  langkah  ketiga. 
(Lih. Anthony, Hermans, & Sterkens, 2015: 42-44 & 
78-82) untuk deskripsi rinci tentang bagaimana 
mendapatkan   ukuran   perbandingan   lintas   agama. 
Hasil  analisis  faktor  lengkap  tersedia  atas 
permintaan, silahkan email: C.Sterkens@ftr.ru.nl. 
memisahkan   diri  dari  komunitas   agama  dan 
agama jelas terlihat dalam domain publik. 
Responden Muslim dan Kristen memahami ide 
umum bahwa pemerintah harus melindungi, 
mendukung, dan memfasilitasi tradisi keagamaan 
dalam  masyarakat.   Hal  ini  tercermin   dalam 
model gabungan ini, yang kami beri label baru, 
yaitu  ‘model  kerja  sama’  antara  agama  dan 
negara. 
 
Komunitarianisme negara dipahami 
sebagai hubungan yang sangat erat antara satu 
agama tertentu dan negara. Dalam model ini, 
pemerintahan sangat dipengaruhi oleh norma- 
norma  agama  tertentu  (misalnya,  item  12 dan 
16), dan negara mengenalinya sebagai agama 
resmi. 
 
Liberalisme Otonom berada di ujung 
spektrum yang berlawanan, menawarkan 
pemisahan  total  antara  agama  dan  negara.  Ini 
tidak berarti bahwa negara memusuhi agama, 
tetapi lebih bermakna negara bersifat netral dan 
tidak mencampuri hidup keagamaan. 
 
 Persetujuan    Mahasiswa    Muslim    dan 
Kristen pada Model Hubungan Agama- 
Negara 
 
Sasaran  pertanyaan  kedua  adalah 
tingkat persetujuan terhadap model-model 
hubungan  agama-negara  dan  kemungkinan 
adanya perbedaan pandangan antara responden 
Muslim  dan  Kristen.  Kami  menghitung  nilai 
rata-rata dan deviasi standar untuk setiap model 
hubungan agama-negara serta memeriksa 
perbedaan signifikan antara Muslim dan Kristen 
dengan   menggunakan   independent-sampel    t- 
test. Tingkat persetujuan pada tiga model 
hubungan   agama-negara   tampak   dalam  lima 
poin skala Likert dalam rentang ketidaksetujuan 
total  (1)  hingga  setuju  total  (5).  Tabel  2  di 
bawah ini memberikan ringkasan dari nilai rata- 
rata dan perbedaan antarkelompok. 
 
Model kerja sama antara agama dan 
negara secara umum disetujui oleh responden 
Muslim dan Kristen. Muslim menerima model 
kerja sama (mean: 4,04) dengan deviasi standar 
relatif  kecil  (0,56).  Kristen  rata-rata 
menunjukkan persetujuan yang lebih signifikan 
dibandingkan Muslim (mean: 4,30), dan hampir 
sepakat dengan bulat (deviasi standar 0,48). 
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Tabel 1:    Analisis faktor (Paf, Varimax rotation), commonalities  (h
2
), percentage  of explained  variance, 
and reliability (Cronbach’s alpha) dari model-model relasi agama-negara di antara responden 






F1 F2 F3 
14.  Negara   harus   melindungi   berkembangnya   semua   agama   di 
masyarakat. 
,70 -,04 -,00 ,48 
6.    Negara    harus    melindungi    semua    umat    beragama    demi 
keanekaragaman. 
,68 -,07 ,07 ,48 
10.  Negara    harus    menjamin    kebebasan    dan    hak-hak    semua 
kelompok agama secara sama. 
,64 -,02 -,04 ,41 
2.    Negara  harus  melindungi  semua  agama  di  masyarakat  tanpa 
pengecualian apapun. 
,61 -,09 -,05 ,38 
3.    Negara   harus   memfasilitasi   berkembangnya   tiap   komunitas 
agama. 
,57 -,00 -,02 ,33 
7.    Negara harus mendukung komunitas agama yang berbeda dalam 
menyalurkan nilai-nilai mereka. 
,54 -,05 ,02 ,29 
12.  Negara   harus  didasarkan   pada  nilai-nilai   dan  norma-norma 
agama saya. 
-,10 ,83 -,06 ,71 
16. Pemerintah  harus terinspirasi  oleh nilai-nilai  dan norma-norma 
tradisi agama saya. 
-,07 ,77 -,05 ,60 
4.    Negara  harus  mendasarkan  seluruh  masyarakat  pada nilai-nilai 
agama saya. 
-,04 ,66 -,02 ,44 
9.    Negara dan agama harus benar-benar terpisah. -,07 -,03 ,74 ,56 
13.  Negara  tidak  harus  berurusan   dengan  masalah  agama  sama 
sekali. 
-,00 -,06 ,69 ,48 
5.    Pemerintah seharusnya tidak mengganggu agama sama sekali. ,03 -,02 ,61 ,37 
1.    Tradisi  negara  dan  tradisi  agama  masing-masing  harus  benar- 
benar independen. 
-,01 -,02 ,56 ,31 
     
Cronbach’s alpha ,79 ,79 ,74  
Jumlah responden valid 1480 1456 1462  
Skala: 1=Sangat tidak setuju; 2=Tidak setuju; 3=tidak yakin; 4=Setuju; 5= Sangat setuju 
Explained variance = 44,9%; F1 = Kerjasama; F2 = Komunitarianisme  negara; F3 = Liberalisme otonom 
 
Tabel 2:Tingkat  persetujuan  (mean dan deviasi standar) pada model-model  relasi agama- 
negara  di antara  responden  Muslim  dan Kristen,  dan  T-tes  atas  mean  di antara 
kedua kelompok agama. 
 N Mean s.d. (t-value) 
Kerja sama 
Muslim 789 4,04 ,56 -9,899** 
Kristen 707 4,30 ,48 -9,899** 
Komunitarianisme  negara 
Muslim 763 3,29 ,93 12,780** 
Kristen 693 2,69 ,89 12,780** 
Liberalisme otonom    
Muslim 789 2,41 ,81 -,317 
Kristen 706 2,43 ,81 -,317 
Skala: 1=Sangat tidak setuju; 2=Tidak setuju; 3=tidak yakin; 4=Setuju; 5= Sangat setuju 
t-values siginifikan pada level p<,00 (**) atau p<,05 (*) 
 
Di Indonesia pemerintah harus 
menunjukkan dukungan pada semua tradisi 
keagamaan, tunduk pada ideologi Pancasila dan 
UUD (Ichwan, 2006). Tampaknya model kerja 
sama  ini  dapat  mengandalkan  dukungan  dari 
umat   Muslim    dan   Kristen.    Negara    harus 
melindungi semua agama, membiarkan mereka 
untuk berkembang, melindungi umat beragama 
demi kebhinekaan, dan menjamin kebebasan 
semua  kelompok  agama  secara  setara.  Hal ini 
juga  memperlihatkan  persetujuan  kedua 
kelompok responden pada kesalingtergantungan 
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di   antara   anggota   masyarakat   yang   relatif 
tinggi, atau yang disebut orientasi ‘kolektif’ 
(Mangundjaya,   2013;   Hofstede   &  Hofstede, 
2005). 
 
Karena penekanan  dalam model ini 
adalah kesetaraan, tidaklah mengejutkan bahwa 
persetujuan responden Kristen yang merupakan 
kelompok minoritas secara signifikan lebih 
banyak. Hasil ini menyiratkan bahwa di mata 
responden Kristen kelompok mayoritas tidaklah 
harus selalu menjadi yang paling utama. Para 
pemimpin Kristen di Indonesia (seperti 
Soegijapranata, IJ Kasimo, dan TB Simatupang) 
telah menyuarakan perspektif yang sama dan 
menekankan kontribusi agama bagi masyarakat. 
Sementara para pemimpin ini melihat adanya 
perbedaan  fungsi  agama  dan  negara,  mereka 
juga  mendorong  gereja-gereja  Kristen  dan 
agama-agama    lain   untuk   memberikan 
kontribusi bagi masyarakat sipil (KWI Komisi 
Pemuda, 1995). 
 
Komunitarianisme negara berdasarkan 
hasil analisis persetujuan kurang dapat diterima. 
Sekalipun begitu, umat Muslim menunjukkan 
persetujuan yang ambivalen terhadap model 
komunitarianisme   negara,  dengan  deviasi 
standar   yang   tinggi.   Hal   ini   menunjukkan 
bahwa   ada   perbedaan   pendapat   dalam 
kelompok Muslim itu sendiri tentang 
komunitarianisme negara (mean: 3,29; deviasi 
standar 0,93). Sedangkan, responden Kristen 
menunjukkan   respon  ambivalen  yang  negatif 
pada    model    komunitarianisme    negara    ini 
(mean: 2,69; deviasi standar: 0,89). Perbedaan 
antara Muslim dan Kristen secara statistik juga 
signifikan. Tampaknya, orang Kristen memiliki 
lebih  banyak  kesulitan  dengan  pernyataan 
bahwa   negara   harus  didasarkan   pada  hanya 
nilai-nilai agamanya sendiri. Dilihat dari 
konteksnya, sangat luar biasa melihat responden 
Kristen tidak dengan tegas menolak 
komunitarianisme negara. Ada kemungkinan 
bahwa beberapa kelompok yang lebih fundamentalis 
memiliki klaim kuat tentang kebenaran agama 
yang eksklusif. Mereka berpikir bahwa di masa 
depan  iman  mereka  akan  menggantikan  yang 
lain, dan bahwa pada saat itu, komunitarianisme 
negara  adalah  model  yang  baik.  Namun 
demikian, rata-rata responden Kristen cenderung 
menolak komunitarianisme negara, karena hal 
tersebut mengabaikan  pluralitas agama atau 
karena menyiratkan represi, hal yang mereka 
alami. 
Umat Muslim lebih pada posisi positif 
ambivalen terhadap model komunitarianisme 
negara ini. Sebagai kelompok mayoritas mereka 
mungkin   mengharapkan    lebih   banyak 
kekuasaan dalam domain politik, dan mereka 
dapat tergoda untuk memaksakan nilai-nilai 
mereka secara eksklusif di ruang publik (lih van 
Klinken 2001; Noorhaidi 2005; Sidel 2006; 
Mujiburrahman 2006; Ichwan 2006; Sterkens & 
Hadiwitanto 2009). Namun mereka tampaknya 
juga menyadari bahwa kehadiran tradisi lain 
membuatnya sulit untuk menerapkan 
komunitarianisme negara. Meskipun ada 
perdebatan dalam komunitas Islam Indonesia 
tentang hubungan antara agama dan negara, 
kecenderungan adanya pengaruh agama di 
pemerintahan relatif lebih populer di kalangan 
kelompok-kelompok   Muslim  radikal   (lih 
Brown, 2000; Azra, 2006). Dalam pemikiran 
Islam,   hubungan   antara   agama   dan   politik 
selalu  kuat.  Pemahaman  tentang  Ummah 
biasanya ditafsirkan tidak hanya orang beriman 
dalam  arti  sempit,  tetapi  sebagai  ‘masyarakat’ 
atau bahkan  ‘bangsa’ yang berbagi  tradisi 
budaya,   pilihan   etis  bahkan   syariah.   Dalam 
sejarah  perumusan  konstitusi  Indonesia  telah 
ada perdebatan tentang pelaksanaan syariah 
(Ichwan, 2006; An-Na’im, 2008). Dan gagasan 
komunitarianisme negara tetap hidup di antara 
beberapa   kelompok   Muslim   Indonesia   masa 
kini, seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut 
Tahrir Indonesi (HTI), dan partai politik seperti 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara itu, 
pemerintah  Indonesia  juga seringkali 
memberikan prioritas pada kebutuhan dan 
permintaan dari kelompok mayoritas dalam 
undang-undang dan peraturan. Hal ini dapat 
menjadi   salah  satu  alasan  untuk  memahami 
sikap mayoritas Muslim yang ambigu terhadap 
komunitarianisme  kelompok  (lih Wahid,  1999: 
109; An-Na’im, 2008: 233 & 257ff; Fox, 2008: 
202 & 216f). Di sini kita melihat bahwa telah 
terjadi  perkembangan  dari  interpretasi  budaya 
ke interpretasi yang lebih religius tentang umat 
berkaitan dengan pemerintah (Denny, 1975; 
Brown, 2000; Waardenburg, 2002). 
 
Liberalisme otonom jelas ditolak baik 
oleh responden Muslim (mean: 2,41; deviasi 
standar   0,81)   maupun   Kristen   (mean:   2,43; 
deviasi standar 0,81). Tidak ada perbedaan yang 
signifikan  antara  dua  kelompok  agama.  Tidak 
ada mahasiswa Muslim maupun Kristen di 
Indonesia yang setuju bahwa agama dan negara 
harus   dipisahkan   dengan   tegas;   sebaliknya, 
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mereka berpikir bahwa negara justru harus 
berurusan dengan masalah agama. Model ini 
dianggap bertentangan dengan latar belakang 
Indonesia, yang memiliki tradisi penghormatan 
pada   agama   sangat   tinggi,   baik   di   tingkat 
individu maupun di tingkat masyarakat. Karena 
agama dan negara tidak dilihat sebagai benar- 
benar  independen,  agama  tidak  boleh 
dipinggirkan dalam kebijakan publik. Apalagi 
keinginan  dan  klaim  untuk  mempengaruhi 
politik relatif kuat di antara mayoritas  Muslim 
di Indonesia (Wahid, 1999: 54ff & 70; Ichwan, 
2006;   Sidel,   2006;  An-Na’im,   2008:   223ff; 
Salim dkk. 2011.). Sementara bagi kelompok 
Kristen   penolakan   pada   liberalisme   otonom 
juga  mungkin  sebagai  bentuk  perlawanan 
terhadap dominasi Islam di Indonesia (lih 
Hadiwitanto, 2002). 
 
    Karakteristik   Model-Model   Hubungan 
Agama-Negara 
 
Karakteristik personal dan keyakinan 
agama  yang  seperti  apa  yang  terkait  dengan 
model hubungan agama dan negara di kalangan 
mahasiswa Muslim dan Kristen? Pertanyaan 
penelitian ketiga ini dijawab dengan melihat 
hubungan  antara  karakteristik  sosial, 
karakteristik  agama,  perasaan  ketidakadilan 
yang dirasakan dan keyakinan agama responden 
mahasiswa  di satu  sisi,  serta  model  hubungan 




Karakteristik sosial mengacu pada usia, 
jenis kelamin, tingkat pendidikan ayah dan ibu, 
jenis universitas (universitas negeri, universitas 
Islam atau Kristen) dan lokasi (Ambon atau 
Yogyakarta).  Karakteristik  agama adalah 
pengaruh  dari  orang  tua  yang  dirasakan 
responden dalam memilih agama, keterlibatan 
orang  tua  dalam  kegiatan  keagamaan, 
keterlibatan responden dalam organisasi 
keagamaan,  partisipasi  dalam  ibadah  dan 
kegiatan keagamaan lainnya, frekuensi berdoa, 
dan jumlah teman dari agama yang sama. 
Kemudian  kami  mengukur  sejauh  mana 




Karena keterbatasan ruang, di sini kami 
hanya memperkenalkan secara singkat karakter 
personal  dan  kepercayaan   agama.  Bangunan  teori 
dan keseluruhan ukuran empiris mengenai hal itu 
dijabarkan   secara   rinci   dalam   buku   Hadiwitanto 
(2015 akan terbit). Deskripsi detil tentang sikap 
terhadap  pluralitas  dapat  dilihat  dalam  artikel 
Sterkens & Hadiwitanto (2014). 
kurangnya solidaritas, khususnya dalam domain 
ekonomi, politik, sosial dan budaya yang sering 
mengakibatkan benih konflik antarkelompok 
agama. Dalam domain ekonomi, kami 
mempertanyakan pada responden apakah 
pendapatan keluarga dan kesempatan kerja bagi 
keluarga mereka dirasa cukup atau tidak. 
Ancaman ekonomi menunjukkan sejauh mana 
responden  berpikir  bahwa  pendapatan 
keluarganya tidak cukup tinggi dan kesempatan 
kerja bagi dirinya atau keluarganya yang sulit. 
Ancaman   politik   menunjukkan   sejauh   mana 
orang merasa tertindas atau didiskriminasi oleh 
orang-orang dengan kekuasaan politik. Ancaman 
sosial    mengacu    pada    evaluasi    responden 
tentang apakah dia dan keluarganya memiliki 
akses  yang  terbuka  ke  semua  tingkat 
pendidikan, dan memilih sendiri sekolah yang 
disukai. Ancaman budaya berarti responden 
berpikir    bahwa    nilai-nilai    agamanya    tidak 
cukup dihormati dalam masyarakat dan lebih 
khusus lagi bagaimana masyarakat terlalu 
mendukung  gaya  hidup  hedonis  (lih 
Hadiwitanto & Sterkens, 2009). 
 
Berkenaan dengan keyakinan responden, 
kami   membedakan   antara   keyakinan   agama 
yang bersifat intra-group dan keyakinan agama 
yang bersifat inter-group. Kepercayaan agama 
intra-group adalah keyakinan dalam masyarakat 
Muslim  dan  Kristen  itu  sendiri,  dan  mengacu 
pada interpretasi iman, gambaran tentang Allah, 
penafsiran Qur’an atau Alkitab, dan gambaran 
tentang Muhammad atau Yesus, bagi masing- 
masing umat Islam dan Kristen. Dalam hal 
penafsiran iman, kita membedakan antara 
interpretasi    psikologis    dan   historis.   Dalam 
‘interpretasi   psikologis’   iman   dipandang 
sebagai  tanda  kepribadian   yang  lemah,   atau 
hanya sebagai jaring pengaman bagi ketakutan 
manusiawi. ‘Interpretasi sejarah’ mengacu pada 
keyakinan  bahwa  konsep  tentang  Tuhan 
berubah dari waktu ke waktu, dan bahwa iman 
membutuhkan interpretasi terhadap konteks 
historis. Gambar Allah hanya dibagi ke dalam 
penggambaran  Allah  yang  antropomorfis  dan 
non-antropomorfis. Gambaran antropomorfis 
umumnya  mencakup  gambaran  Allah  yang 
teistik dan panentheistik; gambaran non- 
antropomorfis meliputi gambaran Allah yang 
deistik dan meta-teistik (lih van der Ven, 1998b: 
143-169; Capucao, 2010: 27-45). Penafsiran 
Quran atau Alkitab  yang hanya mengacu  pada 
tiga pernyataan responden dilakukan untuk 
menunjukkan  di  manakah  persetujuan  mereka 
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pada lima titik skala Likert. Pertanyaan utama 
adalah:   “Bagi   anda,  apakah   Quran   /Alkitab 
itu?”, dan pilihan jawabannya: “Sebuah sumber 
inspirasi dan kebijaksanaan hidup”; “Firman 
Allah” dan “Hanya koleksi teks budaya yang 
ditulis oleh manusia”. Kami juga mempertanyakan 
gambaran tentang Muhammad yang   bagi umat 
Islam dan gambaran tentang Yesus bagi umat 
Kristen.  Responden  Muslim  diharapkan 
menjawab yang mana dari lima gambaran 
Muhammad, yang diambil dari Qur’an, Hadis, 
Sunnah (perkataan, tradisi dan kebiasaan 
Muhammad),  Sura  (sejarah  kehidupan  dan 
perbuatan Muhammad yang berasal dari Hadis) 
dan dalam literatur teologis Islam, yang mereka 
setujui. Kelima model itu adalah: Muhammad 
sebagai   Nabi   terakhir;   Muhammad   sebagai 
yang   istimewa   karena   kedekatannya   dengan 
Allah; Muhammad sebagai kesempurnaan; Muhammad 
sebagai model kehidupan (‘uswa’); dan 
Muhammad hanya sebagai orang besar dalam 
sejarah (model humanistik). Responden Kristen 
pada gilirannya diminta untuk memperlihatkan 
persetujuannya pada gambaran Yesus berikut: 
gambaran Yesus klasik (Allah yang berinkarnasi 
dalam   perspektif   Trinitarian);   Yesus   sebagai 
yang dimotivasi oleh Kuasa Roh; Yesus sebagai 
model kehidupan; dan Yesus sebagai yang tidak 
lebih dari seorang tokoh besar dalam sejarah 
(model humanistik) (untuk gambar Yesus, lihat 
juga Capucao, 2010: 49-80). 
 
Kepercayaan agama inter-group adalah 
keyakinan tentang hubungan antara kelompok 
agama, dan merujuk khususnya pada sikap 
terhadap pluralitas agama, religiosentrisme dan 
konsep panggilan agama tentang solidaritas dan 
keadilan. Responden kami metampakkan tiga 
sikap yang berbeda terhadap pluralitas agama: 
monisme, pluralisme dalam kesamaan, dan 
relativisme. Monisme menggabungkan klaim 
kebenaran eksklusivistik dan inklusivistik serta 
meyakini bahwa kebenaran iman hanya dapat 
ditemukan dalam agama sendiri. Pluralisme 
kesamaan  menghargai  secara  positif  pluralitas 
agama.  Sikap  ini  lebih  memilih  untuk  fokus 
pada elemen  umum  yang mendasari  kesamaan 
tiap agama dengan beragam ekspresi. Ini 
mencakup  keyakinan  bahwa  agama  yang 
berbeda  mengungkapkan   aspek  yang  berbeda 
dari  kebenaran  hakiki  yang  sama  dan 
menawarkan jalan yang berbeda pada pembebasan 
hakiki. Sedangkan model relativisme meyakini 
bahwa semua agama adalah jalan sahih menuju 
kebenaran hakiki dan tidak ada perbedaan nyata 
antara  agama-agama  di  tingkat  yang  terdalam 
(lih Sterkens & Hadiwitanto 2014). 
Religiosentrisme adalah kombinasi dari sikap 
positif  terhadap   kelompok   agamanya   sendiri 
dan  sikap  negatif  terhadap  kelompok  agama 
lain.  Konsep   panggilan   agama   tentang 
solidaritas  dan  keadilan  adalah  keyakinan 
bahwa  tindakan  keagamaan  lebih  untuk 
solidaritas pada semua orang, dan bagi keadilan 
yang melampaui batas-batas agama. Ini 
menyiratkan dukungan untuk pernyataan seperti 
“Tuhan menciptakan manusia untuk hidup 
bersama   secara   harmonis”,   “cinta   dan 
solidaritas  pada orang-orang  yang beragam 
adalah perintah utama Allah”, dan   “teks suci 
merangsang saya untuk berjuang demi keadilan 
dan kesamaan  bagi semua  orang,  terlepas  dari 
apa agama mereka”. 
 
Semua karakteristik personal dan 
keyakinan agama ini akan dikorelasikan dengan 
tiga model hubungan agama-negara yang sudah 
dikenali oleh responden kami. Untuk variabel 
nominal  (jenis  kelamin,  bahasa,  jenis 
universitas, bidang spesialisasi dan lokasi) kami 
menggunakan   satuan   ukuran   eta.   Sementara 
untuk variabel lainnya yang merupakan variabel 
ordinal  kami  menggunakan  satuan  ukuran 
statistik Pearson (r). Dalam tabel, kami 
menyajikan  semua  satuan  penting  dalam 
statistik, tapi kami akan fokus lebih pada satuan 
yang  relevan,  lebih  khusus  lagi  pada  satuan 
yang cukup kuat (0,15 <r <0,30) atau kuat (r ≥ 
0,30). Korelasi ini tampak pada Tabel 3, 4, dan 5. 
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Tabel 3:  Karakteristik  model kerjasama di antara responden  Muslim dan Kristen. 
Korelasi (eta untuk variabel-variabel nominal; Pearson’s r untuk variabel- 
variabel ordinal) di antara model kerjasama dan variabel latar belakang).
8
 
 Muslim Kristen 
Karakteristik personal   
Karakteristik sosial   
Level pendidikan ayah -,00 ,08* 
Preferensi partai politik (eta) ,14 ,08 
Karakteristik religius   
Keterlibatan ayah dalam pemilihan agama ,04 ,11** 
Keterlibatan ibu dalam pemilihan agama ,05 ,08* 
Keterlibatan ayah dalam aktivitas keagamaan ,11** ,08* 
Keterlibatan ibu dalam aktivitas keagamaan ,13** ,08* 
Ancaman ketidakadilan dan kurangnya solidaritas   
Ancaman ekonomi -,05 -,03 
Ancaman politik -,09* -,03 
Ancaman sosial ,11** ,06 
Ancaman kultural ,07 ,16** 
Keyakinan agama intra-group   
Interpretasi kitab suci & iman   
Interpretasi psikologis ,07 -,11** 
Interpretasi historis -,09* -,11** 
Konsep Qur’an/Alkitab   
Sumber inspirasi ilahi ,16** ,13** 
Firman Allah ,05 ,12** 
Koleksi manusia, teks kultural -,02 ,10** 
Gambaran Allah   
Anthropomorphis ,20** ,30** 
Non-anthromophis ,08* -,07 
Gambaran Muhammad   
Uswa (model) ,22** - 
Humanistik ,07 - 
Kesempurnaan ,03 - 
Keunikan ,19** - 
Nabi ,13** - 
Gambaran Yesus   
Model - ,38** 
Humanistik - -,13** 
Klasik - ,18** 
Diinspirasi oleh Roh - ,19** 
Keyakinan agama inter-group   
Sikap pada pluralitas agama   
Monisme ,03 ,06 
Pluralisme kesamaan ,25** ,16** 
Puralisme relativis ,27** ,06 
Religiosenrisme   
Positive in-group ,07 ,23** 
Negative out-group -,11** ,06 
Panggilan keagamaan tentang solidaritas dan keadilan ,39** ,42** 




8Tabel karakteristik ini tidak memperlihatkan  semua variabel karakteristik dan keyakinan agama karena 
tidak ada korelasi  yang signifikan  pada setiap kelompok  agama. Variabel  yang tidak ditampilkan  adalah: usia, 
jender, level pendidikan ibu, tipe universitas, lokasi, preferensi partai politik, keterlibatan dalam organisasi 
keagamaan,  partisipasi  dalam  ibadah  agama,  partisipasi  dalam aktivitas  keagamaan,  frekuensi  berdoa,  jumlah 
teman yang seagama, ancaman ekonomi dan monisme. 
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Model kerja sama di kalangan responden 
Muslim memiliki beberapa asosiasi signifikan 
dengan karakteristik personal dan keagamaan. 
Preferensi adanya kerja sama antara agama dan 
negara lazim di kalangan pemilih partai politik 
tertentu (eta 0,11). Dilihat dari tingkat 
persetujuannya secara umum model kerja sama 
lebih disepakati oleh mahasiswa Muslim yang 
memilih  partai  politik  yang  lebih  liberal 
(sekuler).
9   
Mahasiswa  Muslim  yang  setuju 
dengan  model  kerja  sama  juga  cukup  liberal 
dalam memandang Quran, karena mereka 
melihatnya sebagai sumber inspirasi dan 
kebijaksanaan   hidup  (0,16).  Selain  itu,  profil 
agama  mereka  ditandai  dengan  gambar  Allah 
yang antropomorfis (0,20) dan lebih setuju pada 
gambaran Muhammad sebagai model (uswa) 
(0,22),  yang  berarti  bahwa  kehidupan 
Muhammad berfungsi sebagai model untuk 
mematuhi aturan Allah. Dengan mengikuti 
kehidupan dan ucapan Muhammad, pengikutnya 
bisa   belajar   menunjukkan   rasa   terima   kasih 
kepada Allah dan percaya pada orang lain (Sura, 
33: 21; Ramadan, 2007; & Schimmel, 2010). 
Model kerja sama ini juga berhubungan positif 
dengan gambaran Muhammad yang unik dalam 
kedekatannya dengan Allah (0,19). Keunikan ini 
berkaitan dengan kisah perjalanan malam 
Muhammad   (isra)   dan   kenaikannya   (mi’raj) 
yang memuncak dalam tatap mukanya dengan 
Allah.   Model   kerja  sama   antara  agama   dan 
negara juga menemukan lebih banyak dukungan 
di kalangan umat Islam yang menunjukkan lebih 
banyak keterbukaan terhadap pluralitas agama, 
khususnya  mereka  yang  setuju  dengan 
pluralisme  kesamaan  (0,25)  dan relativisme 
(0,27). Dan pada akhirnya model kerjasama ini 
berkorelasi dengan sangat kuat dengan orang- 




Kami menanyai responden tentang partai 
politik  mana  yang  mendekati  keyakinan  politik 
mereka.   Mahasiswa   harus  memilih  dari  daftar  11 
partai politik yang pada saat survey di tahun 2007 
dianggap penting, bersamaan dengan yang kami 
kategorikan sebagai partai “lain”. Partai yang dikenal 
sebagai partai nasionalis meliputi: Partai Demokrasi 
Indonesia – Perjuangan, PDI-P; Partai Golongan 
Karya, Golkar; Partai Demokrat, PD; Partai Amanat 
Nasional, PAN. Partai-partai Islam: Partai Keadilan 
Sejahtera,   PKS;   Partai   Persatuan   Pembangunan, 
PPP;  Partai  Kebangkitan  Bangsa,  PKB;  Partai 
Bintang   Reformasi,   PBR;   Partai   Bulan   Bintang, 
PBB; Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia. 
Dan  partai  kecil  Kristen:  Partai  Damai  Sejahtera, 
PDS. 
panggilan untuk hidup dalam solidaritas dengan 
sesama manusia (0,39). 
 
Bagi responden Kristen, kami menemukan 
hasil yang hampir sama. Mahasiswa Kristen 
tampaknya relatif lebih menyetujui gambaran 
Yesus sebagai model bagi kehidupan yang benar 
dan hal ini mendukung model kerjasama (0,38). 
Korelasi positif juga dapat ditemukan dengan 
gambaran  Yesus     yang  dimotivasi   oleh  Roh 
Tuhan (0,19) dan gambaran Yesus klasik (0,18). 
Berkenaan dengan keyakinan inter-group, model 
kerjasama   secara  positif   terkait  dengan 
pluralisme kesamaan (0,16), seperti yang kami 
temukan  juga  di  antara  umat  Islam;    dan  hal 
yang mengejutkan adalah model kerjasama ini 
berkorelasi  dengan  sikap  positive  in-group 
(0,23). Model kerjasama ini kembali berkorelasi 
paling  kuat  dengan  ‘panggilan  keagamaan 
tentang solidaritas dan keadilan’ (0,42), yaitu 
menjalani keyakinan iman berarti solider dengan 
semua orang (bdk. Benediktus XVI, 2009). 
 
Karakteristik komunitarianisme negara 
memiliki hasil yang berbeda. Model ini dapat 
ditemukan di tengah responden Muslim yang 
memiliki preferensi partai politik Islam yang 
konservatif (eta 0,24), terutama Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS, dengan mean: 3,56), Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP, mean: 3,32) dan 
Partai Amanat Nasional (PAN, mean: 3,32). Hal 
ini  kontras  dengan  pemilih  partai-partai 
nasionalis sekuler, misalnya Partai Demokrasi 
Indonesia-Perjuangan (PDI-P, mean: 2,93). 
Keterlibatan orang tua dalam pemilihan agama 
anak-anak  mereka  dan  keterlibatan  orang  tua 
dalam kegiatan keagamaan anak-anak mereka 
secara signifikan juga berkorelasi dengan 
preferensi mahasiswa Muslim pada model 
komunitarianisme   negara  (r  dari  0,08  hingga 
0,19). Model komunitarianisme negara ini juga 
dapat ditemukan di tengah mereka yang teman 
baiknya cenderung seagama (0,18). Dukungan 
lebih  pada  model  komunitarianisme  negara 
dapat  ditemukan  di  antara  mahasiswa  Muslim 
yang mengalami ancaman ekonomi atau budaya. 
Selain itu, komunitarianisme negara juga dapat 
ditemukan di antara umat Muslim dengan 
keyakinan   agama   yang   menolak   interpretasi 
iman dalam sejarah, yaitu penolakan keyakinan 
bahwa Allah berubah dari waktu ke waktu, dan 
bahwa  iman  perlu  interpretasi  menghadapi 
konteks    sejarah    (-0,19).    Sebaliknya,    dapat 
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Tabel 4: Karakteristik  model komunitarianisme  negara di antara responden Muslim 
dan  Kristen.  Korelasi  (eta  untuk  variabel-variabel   nominal;  Pearson’s  r 
untuk variabel-variabel  ordinal) di antara model komunitarianisme  negara 
dan variabel latar belakang)10 
 Muslim Kristen 
Karakteristik personal   
Karakteristik sosial   
Usia -,09* -,04 
Preferensi partai politik  (eta) ,24** ,13 
Karakteristik religius   
Keterlibatan ayah dalam pemilihan agama ,19** ,08* 
Keterlibatan ibu dalam pemilihan agama ,14** ,03 
Keterlibatan ayah dalam aktivitas keagamaan ,12** ,00 
Keterlibatan ibu dalam aktivitas keagamaan ,08* ,03 
Keterlibatan dalam organisasi keagamaan (eta) ,01 ,16** 
Partisipasi dalam ibadah keagamaan ,08* ,05 
Partisipasi dalam aktivitas keagamaan -,02 ,00 
Frekuensi berdoa ,09* ,06 
Jumlah teman yang beragama sama ,18** ,05 
Ancaman ketidakadilan dan kurangnya solidaritas   
Ancaman ekonomi ,11** ,05 
Ancaman politik ,02 ,02 
Ancaman sosial ,17** ,04 
Ancaman kultural -,7 -,02 
Keyakinan agama intra-group   
Interpretasi kitab suci & iman   
Interpretasi psikologis -,07* ,03 
Interpretasi historis -,16** -,14** 
Konsep Qur’an/Alkitab   
Sumber inspirasi ilahi ,03 ,08* 
Firman Allah ,16** ,04 
Koleksi manusia, teks kultural ,19** ,01 
Gambaran Allah   
Anthropomorphis ,13** ,14** 
Non-anthromophis -,05 -,04 
Gambaran Muhammad   
Uswa (model) ,34** - 
Humanistik -,05 - 
Kesempurnaan ,26** - 
Keunikan ,18** - 
Nabi ,04 - 
Gambaran Yesus   
Model - ,12** 
Humanistik - -,02 
Klasik - ,12** 
Diinspirasi oleh Roh - ,06 
Keyakinan agama inter-group   
Sikap pada pluralitas agama   
Monisme ,51** ,47** 
Pluralisme kesamaan -,02 -,00 
Puralisme relativis -,26** -,23** 
Religiosenrisme   
Positive in-group ,26** ,18** 
Negative out-group ,35** ,22** 
Panggilan keagamaan tentang solidaritas dan keadilan ,03 ,03 
Semua korelasi signifikan pada level p<,00(**) atau p<,05(*) 
 
 
10Tabel  karakteristik  ini  tidak  memperlihatkan   semua  variabel  karakteristik  dan  keyakinan  agama 
karena tidak ada korelasi yang signifikan pada setiap kelompok agama. Variabel yang tidak ditampilkan adalah: 
jender,  tingkat  pendidikan  ayah dan ibu, tipe universitas,  lokasi,  partisipasi  dalam aktivitas  religius,  ancaman 
politis, ancaman kultural dan Allah non-anthropomorphis, pluralisme  kesamaan, dan panggilan religius tentang 
solidaritas dan keadilan. 
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ditemukan   di  tengah  mereka   yang  meyakini 
bahwa Quran adalah firman Allah (0,16); juga 
sepakat dengan pernyataan bahwa Quran adalah 
‘kumpulan  teks  budaya  yang  ditulis  oleh 
manusia’ (0,19). Dukungan pada model 
komunitarianisme  negara juga dapat ditemukan 
di  antara  umat  Muslim  yang  setuju  pada 
gambaran tradisional Muhammad sebagai 
uswah/model (0,34), kesempurnaan (0,26) dan 
keunikan (0,18). Berkenaan dengan keyakinan 
inter-group, dukungan pada model komunitarianisme 
negara  dapat  ditemukan  di  antara  umat  Islam 
yang memegang klaim kebenaran eksklusivistik- 
inklusivistik (monisme 0,51) dan mereka yang 
menolak ide bahwa semua agama adalah sama- 
sama valid untuk menuju kebenaran hakiki 
(relativisme) (-0,26). Pendukung komunitarianisme 
negara rata-rata juga menunjukkan tingkat 
religiosentrisme    yang    cukup    tinggi,    lebih 
banyak setuju pada sikap in-group positif (0,26) 
dan sikap out-group negatif (0,35). 
Karakteristik model komunitarianisme 
negara di tengah responden Kristen cenderung 
menunjuk   pada   arah   yang   sama,   meskipun 
kurang terungkap seperti pada umat Islam. 
Persetujuan  pada  model  komunitarianisme 
negara dapat ditemukan di kalangan mahasiswa 
Kristen yang banyak terlibat dalam organisasi 
agama.  Selain  itu,  model  ini  juga  dapat 
ditemukan di tengah mereka yang mendukung 
sikap monistis (0,47) dan sikap menolak pada 
relativisme (-0,23) di tengah pluralitas agama. 
Akhirnya,  mahasiswa  Kristen yang berpikir 
bahwa kebijakan negara harus didasarkan pada 
nilai-nilai  dan norma-norma  agama  Kristen 
tampak  mendukung  sikap  yang  lebih 
religiosentris,  yang  berarti  bahwa  mereka 
memiliki sikap in-group yang positif (0,18) dan 
mereka juga menunjukkan lebih banyak 
kesepakatan  pada  sikap  negatif  terhadap  out- 
group (0,22). 
 
Tabel 5: Karakteristik model liberalisme otonom di antara responden Muslim dan Kristen. 
Korelasi   (eta  untuk  variabel-variabel   nominal;   Pearson’s   r  untuk  variabel- 




 Muslim Kristen 
Karakteristik personal   
Karakteristik sosial   
Usia ,02 ,17** 
Jender (eta) ,05 ,17** 
Tipe universitas (eta) ,03 ,09* 
Lokasi (eta) ,12** ,22** 
Preferensi partai politik (eta) ,22** ,12 
Karakteristik religius   
Keterlibatan ayah dalam pemilihan agama -,15** -,07 
Keterlibatan ibu dalam pemilihan agama -,13** -,04 
Keterlibatan ayah dalam aktivitas keagamaan -,08* -,16** 
Keterlibatan ibu dalam aktivitas keagamaan -,10** -,13** 
Keterlibatan dalam organisasi keagamaan (eta) ,06 ,13** 
Partisipasi dalam ibadah keagamaan -,10** -,04 
Partisipasi dalam aktivitas keagamaan -,13** -,10** 
Frekuensi berdoa -,14** -,11** 
Jumlah teman yang beragama sama -,09* -,02 
Ancaman ketidakadilan dan kurangnya solidaritas   
Ancaman ekonomi -,08* ,06 
Ancaman politik ,09* ,11** 
Ancaman sosial -,01 ,04 
Ancaman kultural -,04 ,02 
Keyakinan agama intra-group   
Interpretasi kitab suci & iman   
Interpretasi psikologis ,17** -,09* 
Interpretasi historis ,18** ,13** 
 
11
Tabel  karakteristik  ini  tidak  memperlihatkan   semua  variabel  karakteristik  dan  keyakinan  agama 
karena tidak ada korelasi yang signifikan pada setiap kelompok agama. Variabel yang tidak ditampilkan adalah: 
tingkat pendidikan ayah dan ibu, ancaman sosial, ancaman kulutural dan pluralisme kesamaan. 
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Konsep Qur’an/Alkitab   
Sumber inspirasi ilahi -,12** -,05 
Firman Allah -,27** -,14** 
Koleksi manusia, teks kultural -,26** -,13** 
Gambaran Allah   
Anthropomorphis -,20** -,09* 
Non-anthromophis ,15** ,06 
Gambaran Muhammad   
Uswa (model) -,28** - 
Humanistik ,20** - 
Kesempurnaan ,00 - 
Keunikan -,05 - 
Nabi ,08* - 
Gambaran Yesus   
Model - -,07 
Humanistik - ,02 
Klasik - -,05 
Diinspirasi oleh Roh - -,02 
Keyakinan agama inter-group   
Sikap pada pluralitas agama   
Monisme -,21** ,12** 
Pluralisme kesamaan ,07 ,05 
Puralisme relativis ,20** -,07 
Religiosenrisme   
Positive in-group -,14** -,01 
Negative out-group ,08* ,19** 
Panggilan keagamaan tentang solidaritas dan keadilan -,10** -,04 
Semua korelasi signifikan pada level p<,00(**) atau p<,05(*)   
 
Liberalisme Otonom adalah model 
terakhir dari hubungan agama dan negara yang 
dapat kita identifikasi secara empiris di antara 
responden mahasiswa Indonesia. Secara umum, 
baik Muslim dan Kristen cenderung tidak setuju 
dengan model liberal radikal yang menyerukan 
pemisahan tegas antara agama dan negara ini. 
Namun,   seperti   apa   karakteristik   responden 
yang relatif setuju pada model liberal ini? 
 
Di antara umat Islam, sekali lagi kami 
menemukan    bahwa    preferensi    pada    partai 
politik menjadi relevan di sini (eta 0,22). Secara 
umum kita melihat bahwa pemilih partai-partai 
Islam  tidak  setuju  dengan  model  liberal. 
Misalnya, dalam kasus pemilih Partai Keadilan 
Sejahtera, (PKS, mean: 2,24),Partai Bintang 
Reformasi (PBR, mean: 2,32), dan Partai 
Kebangkitan  Bangsa,  (PKB,  mean:  2,36). 
Pemilih partai-partai nasionalis seperti Partai 
Golongan   Karya   (Golkar,   mean:   2,67)   dan 
Partai Demokrasi  Indonesia - Perjuangan  (PDI- 
P, mean: 2,56) juga tidak setuju dengan model 
liberal   ini.   Namun,   mereka   tidak   sebanyak 
pemilih partai-partai politik Islam. Responden 
Muslim  yang  memilih  Partai  Kristen  seperti 
Partai   Damai   Sejahtera   (PDS,   mean:   2,75) 
tampaknya tidak terlalu bersikap negatif pada 
model liberalisme  otonom ini. Karakteristik 
terkait latar belakang agama di kalangan umat 
Islam pada semua titik berada dalam arah yang 
sama, yaitu ketidaksetujuan pada model 
liberalisme otonom terkait dengan keterlibatan 
orang  tua  dalam  pilihan  agama  anak-anak 
mereka, banyaknya partisipasi mahasiswa dalam 
kegiatan keagamaan, frekuensi doa yang tinggi, 
dan teman-teman yang kebanyakan seagama. 
Semua ukuran tradisional dalam identifikasi 
kelompok agama, yaitu karakteristik keagamaan 
personal, terkait secara negatif dengan model 
liberalisme  otonom.  Berkenaan  dengan 
keyakinan agama, polanya juga sangat jelas. 
Secara  keseluruhan,  model  liberalisme  otonom 
ini tidak dapat ditemukan pada kelompok- 
kelompok berikut ini: mereka yang meyakini 
Qu’ran  adalah  Firman  Allah  (-0,27),  mereka 
yang meyakini Qur’an sebagai kumpulan teks 
budaya   yang   ditulis   oleh   manusia’   (-0,26), 
mereka yang percaya pada gambaran Allah 
anthropomorfis (-0,20), gambaran Muhammad 
sebagai model (-0,20); dan mereka dengan sikap 
yang mendukung model monisme dalam relasi 
dengan agama-agama yang berbeda (-0,21). 
Namun,  keyakinan  agama  yang  non-ortodoks 
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justru bersikap positif dengan model liberalisme 
otonom ini, yaitu: agama sebagai interpretasi 
psikologis (0,17) dan agama sebagai interpretasi 
iman yang bersifat historis (0,18), gambaran 
Muhamad yang humanistik (0,20), dan mereka 
yang  mendukung  model  relativisme  dalam 
konteks pluralitas agama (0,20). 
 
Di antara responden Kristen, mahasiswa 
yang lebih tua (0,17) dan laki-laki (eta 0,17) 
bersikap lebih sedikit negatif pada model 
liberalisme  otonom  daripada  mahasiswa  yang 
lebih muda dan perempuan. Pada model 
liberalisme otonom ini, kami juga menemukan 
perbedaan   signifikan   antara   dua  lokasi 
penelitian  kami:  Ambon  dan  Yogyakarta  (eta 
0,22).  Mahasiswa  Kristen  di  Yogyakarta 
bersikap  lebih  tidak  negatif  pada  model 
liberalisme otonom dibandingkan mereka yang 
berada di Ambon (mean: 2,64 berbanding 2,29). 
Kami menginterpretasikan bahwa sebuah 
kelompok lebih menunjukkan dukungan untuk 
model   liberalisme   otonom   (atau   setidaknya 
tidak terlalu menolak)  pada saat kelompok 
tersebut berada dalam posisi minoritas, karena 
sebagai minoritas mereka cenderung merasa 
terpinggirkan dan didiskriminasi oleh kelompok 
yang  lebih  besar.  Apalagi  ketika  mereka 
menyadari bahwa kebijakan publik amat 
dipengaruhi oleh dasar-dasar keyakinan (agama) 
kelompok   mayoritas.   Hal  ini  didukung   oleh 
hasil empiris bahwa bagi umat Islam, lokasi 
(Yogya  vs  Ambon)  adalah  variabel  yang 
signifikan terkait dengan model liberalisme 
otonom  (eta 0,12).  Sementara  umat  Kristen  di 
Yogyakarta (mean: 2,64) lebih setuju dengan 
model liberalisme otonom daripada rekan-rekan 
seiman mereka di Ambon (mean: 2.29), umat 
Islam di Yogyakarta (mean: 2,33) memiliki 
persetujuan   pada   model   liberalisme   otonom 
yang lebih kecil dibandingkan  mereka yang ada 
di Ambon (mean: 2,53). Secara historis, umat 
Islam di Ambon sering merasa terdiskriminasi. 
Mereka  juga  adalah  kelompok   minoritas.   Di 
satu sisi, politisi Kristen jauh lebih berpengaruh 
di Ambon daripada di Yogyakarta.  Oleh karena 
itu,  masuk  akal  jika  umat  Muslim  di Ambon 
tidak   terlalu   menentang   liberalisme   otonom. 
Jika kita melihat pada karakteristik personal 
keagamaan di kalangan orang Kristen, kita 
menemukan juga bahwa liberalisme otonom 
berhubungan secara negatif dengan keterlibatan 
agama.  Namun,  ketika  orang-orang  Kristen 
merasa  terancam  secara  politik,  mereka 
cenderung  lebih  setuju  dengan  model 
liberalisme otonom. Akhirnya, bagi responden 
Kristen,   sikap   negatif   pada   out-group   lebih 
banyak berkorelasi dengan mereka yang 
mendukung model liberalisme otonom (0,19). 
 
 Prediksi Variabel-variabel  yang Berpengaruh 
pada Model-model Hubungan Agama-Negara 
 
Bagian ini akan menjawab pertanyaan: 
Karakteristik   personal   dan  keyakinan   agama 
mana dari mahasiswa Muslim dan Kristen yang 
dapat dianggap sebagai prediktor bagi model- 
model hubungan agama dan negara? Kami akan 
 
Tabel 6:   Analisis  regresi  untuk model kerjasama  dengan  jumlah  koefisien  (β) untuk setiap 






Change) di antara 
responden Muslim dan Kristen. 
 
 Muslim Kristen 
Keyakinan agama intra-group   
Gambaran Allah   
Anthropomorfis ,05 ,05 
Gambaran Muhammad   
Uswa (model) ,13** - 
Gambaran Yesus   
Model - ,21** 
Keyakinan agama inter-group   
Sikap pada pluralitas agama   
Pluralisme kesamaan ,10** ,12** 
Pluralisme relativistik ,25** ,03 
Positive in-group -,01 ,11** 
Panggilan keagamaan tentang solidaritas dan keadilan ,28** ,26** 
   
R2 ,23 ,24 
Adjusted R2 ,22 ,24 
Standardized regression coefficients (β) significan pada level p< ,01 (**) atau p < ,05 (*), 
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menjawab pertanyaan keempat ini dengan 
membuat analisis regresi linier (metode: Enter). 
Kami mendefinisikan variabel-variabel karakteristik 
mahasiswa tersebut sebagai variabel independen dan 
model-model hubungan agama-negara (yaitu 
kerjasama, komunitarianisme negara dan 
liberalisme otonom) sebagai variabel dependen. 
Kami hanya membahas variabel-variabel yang 
mempunyai korelasi yang relevan (r ≥.20) dan 
signifikan (p <. 000) dengan variabel dependen 
dalam setidaknya salah satu kelompok agama.
12
 
Hasil analisis regresi (koefisien determinasi R
2
) 
tempat variabel independen memiliki bobot 
signifikan dinyatakan dalam standar koefisien 
regresi β. 
 
Variasi tingkat persetujuan model 
kerjasama dijelaskan oleh variabel independen 
yang terbatas oleh 22% mahasiswa Muslim dan 
24%   mahasiswa    Kristen.    Bagi   mahasiswa 
Muslim beberapa keyakinan (agama) mendorong 
persetujuannya pada model kerjasama, yaitu: 
konsep panggilan agama tentang solidaritas dan 
keadilan (β 0,28), sikap relativisme dalam 
pluralitas agama (β 0,25), gambaran Muhammad 
sebagai model (‘uswah’) (β 0,13) dan sikap 
pluralisme kesamaan dalam pluralitas agama (β 
0,10). Bagi mahasiswa Kristen, keyakinan yang 
mirip  mendorong  persetujuan  mereka  pada 
model  kerjasama,  yaitu:  konsep  panggilan 
agama tentang solidaritas dan keadilan (β 0,26), 
gambaran Yesus sebagai model bagi kehidupan 
(β 0,21), sikap pluralisme kesamaan dalam 
pluralitas agama (β 0,12) dan sikap positive in- 
group (β 0,11). Di sini kita menemukan bahwa 
keyakinan   agama   secara   signifikan 
berkontribusi besar pada model kerjasama. 
Sementara karakteristik personal tidak ada yang 
berkontribusi pada model kerjasama ini. 
 
Model komunitarianisme negara dijelaskan 
oleh  30%  mahasiswa  Muslim  dan  22% 




Kami tidak memasukkan 'preferensi partai 
politik’  sebagai  variabel  independen  untuk 
penjelasan terkait masing-masing model hubungan 
agama-negara, karena tampaknya konsep pengaruh 
yang  muncul  datang  dari  arah  yang  berlawanan. 
Orang memilih partai politik tertentu karena sesuai 
dengan pandangan  mereka (mengenai  peran agama, 
dan beberapa faktor lainnya), dan bukan sebaliknya. 
Bahwa hubungan antara preferensi partai politik dan 
model hubungan agama-negara (dalam bagian 5.3) 
dapat   dianggap   sebagai   indikasi   validitas 
pengukuran hubungan agama-negara. 
variabel yang mendukung model komunitarianisme 
negara adalah: sikap monisme dalam pluralitas 
agama (β .32), sikap religiosentrisme yang 
mengandung negative out-group (β 0,21) dan 
positive  in-group  (β  0,12).  Tingkat  di 
bawahnya,    gambaran    Muhammad     sebagai 
model  (uswah)  (β  0,08)  dan  Muhammad 
sebagai kesempurnaan (β 0,08) juga berkontribusi 
mempengaruhi  model komunitarianisme  negara. 
Untuk mahasiswa Kristen, hanya satu variabel 
yang mempengaruhi model komunitarianisme 
negara  ini,  yaitu  sikap  monisme  dalam 
pluralitas agama (β 0,44). 
 
Liberalisme otonom adalah model yang 
paling kurang disetujui baik oleh responden 
Muslim  maupun  Kristen.  Dalam  analisis 
regresi,  prediksi  pada  model  ini  hanya 
dijelaskan oleh 14% responden Muslim dan 8% 
responden Kristen. Dari sejumlah variabel yang 
diharapkan sebagai variabel independen dan 
mempengaruhi model liberalisme otonom ini, 
hanya  beberapa  yang  memberikan  hasil 
signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa model 
liberalisme  otonom  lebih berkaitan  dengan 
faktor-faktor lain daripada dengan karakteristik 
personal dan keyakinan agama seperti yang kita 
ukur dalam penelitian ini. Menurut kami agama 
memainkan  peran  yang  amat  penting  di 
Indonesia sehingga sulit untuk membayangkan 
bahwa negara tidak akan berurusan dengan 
masalah  agama  sama  sekali.  Oleh  karena  itu, 
kita  dapat  mengerti  bahwa  keyakinan  agama 
justru memperlihatkan ketidaksetujuan terhadap 
model  liberalisme  otonom  di  kalangan  umat 
Islam, seperti gambaran Muhammad sebagai 
model (uswah) (β -0,16) dan gambaran Allah 
antropomorfis  (β -0,10). Namun, gambaran 
liberal tentang Muhammad yang humanis dapat 
memberikan pengaruh pada model liberalisme 
otonom ini (β 0,11). Bagi mahasiswa Kristen, 
kami pertama-tama menemukan bahwa mereka 
yang tinggal di Yogyakarta jauh lebih setuju 
dengan model liberalisme otonom daripada 
mereka yang tinggal di Ambon (β 0,21). 
Perbedaan   ini  dapat  dijelaskan   melalui 
persoalan mayoritas-minoritas.  Di Yogyakarta 
mahasiswa Kristen adalah minoritas sedangkan 
di Ambon mereka adalah mayoritas. Dukungan 
lebih besar pada pemisahan antara agama dan 
negara  (model  liberalisme  otonom)  dalam 
konteks minoritas dapat dimengerti, karena hal 
tersebut diasumsikan mengurangi potensi 
penindasan    dan    diskriminasi    oleh    agama 
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Tabel 7: Analisis regresi untuk model komunitarianisme  negara dengan jumlah koefisien 
(β) untuk setiap variabel  dan total explained  variance  (R
2





Change) di antara responden Muslim dan Kristen. 
 
 Muslim Kristen 
Keyakinan agama inter-group   
Uswa (model) ,08* - 
Kesempurnaan ,08* - 
Keyakinan agama intergroup   
Sikap pada pluralitas agama   
Monisme ,32** ,44** 
Pluralisme relativistik -,05 -,01 
Positive in-group ,12** ,06 
Negative ou-tgroup ,21** ,03 
   
R
2 ,32 ,23 
Adjusted R2 ,30 ,22 
Standardized regression coefficients (β) significan pada level p< ,01 (**) atau p < ,05 (*). 
 
Tabel 8: Analisis regresi untuk model liberalisme otonom dengan jumlah koefisien (β) 
untuk setiap variabel  dan total explained  variance  (R
2





Change) di antara responden Muslim dan Kristen 
 
 Muslim Kristen 
Karakteristik latar belakang   
Lokasi   
Ambon ,00 ,00 
Yogyakarta -,02 ,21** 
Keyakinan agama intra-group   
Konsep Qur’an/Alkitab   
Firman Allah -,08 -,03 
Koleksi manusia, teks kultural -,09 -,09 
Gambaran Allah   
Anthropomorphis -,10* -,08 
Gambaran Muhammad   
Uswa (model) -,16** - 
Humanistik ,11* - 
Keyakinan agama inter-group   
Sikap pada pluralitas agama   
Monisme -,02 ,18** 
Pluralisme relativistik ,06 ,05 
   
R
2 ,15 ,09 
Adjusted R2 ,14 ,08 
Standardized regression coefficients (β) significan pada level p< ,01 (**) atau p < ,05 
(*). 
 
mayoritas. Selain itu, sikap monisme dalam 
pluralitas agama di kalangan umat Kristen juga 
mempengaruhi   model   liberalisme   otonom   (β 
0,18). Hal ini mungkin dianggap mengejutkan, 
karena di kalangan responden Kristen monisme 
juga memberikan pengaruh pada model 
komunitarianisme  negara.  Interpretasi  kami 
adalah ketertarikan  orang Kristen untuk 
memegang pandangan yang eksklusif atas tradisi 
keagamaan mereka (monisme) berjalan bersama 
dengan  perasaan  mereka  sebagai  minoritas 
dalam konteks yang lebih didominasi oleh tradisi 
keagamaan  lain.  Hal  ini  bermuara  pada 
pemahaman  bahwa  mereka  lebih  baik  dilayani 
oleh  pemerintah  yang  menganggap  agama 
sebagai isu yang sangat pribadi. Ketika agama - 
dan  khususnya  agama  mayoritas,  yaitu  Islam  - 
tidak memiliki pengaruh pada kebijakan publik, 
maka agama minoritas tidak perlu merasa takut 
lagi. 
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Kesimpulan 
 
Pada  bagian  ini  kami  menyoroti 
beberapa hal yang menonjol dari temuan kami. 
Pertama, kami telah menemukan tiga model 
perbandingan lintas-agama mengenai hubungan 
agama-negara: kerjasama, komunitarianisme 
negara, dan liberalisme otonom. Meskipun asal- 
usul   model   empiris   ini   berasal   dari   filsafat 
politik Barat, hasil ini memungkinkan 
perbandingan yang berarti antara Muslim dan 
Kristen  Indonesia  pada  preferensi  mereka 
terhadap  hubungan  antara  agama  dan  negara. 
Bagi  mahasiswa  Muslim  dan  Kristen  di 
Indonesia,      ‘liberalisme       keragaman’      dan 
‘komunitarianisme  kelompok’ - meskipun secara 
teoritis dapat dibedakan – bergabung dalam satu 
faktor, yaitu ‘model kerjasama’. Sekalipun teori 
politik membedakannya dengan lebih kompleks, 
seperti tampak dalam kerangka kerja konseptual 
kami,  kami  tidak  menemukan   distingsi   yang 
sama pada responden kami. Mahasiswa yang 
memiliki  pandangan  liberalisme  keragaman 
setuju dengan kelompok komunitarianisme, dan 
begitupun sebaliknya. Ketiga model yang kami 
buat (kerja sama, komunitarianisme negara dan 
liberalisme  otonom)  membuat  perbandingan 
antara Muslim dan Kristen berkaitan dengan 
hubungan agama-negara menjadi mungkin. 
 
Kedua,   kami   menemukan   persamaan 
dan  perbedaan  yang  signifikan  antara  Muslim 
dan Kristen yang berkaitan dengan pandangan 
mereka tentang hubungan agama-negara. Baik 
mahasiswa   Muslim  maupun   Kristen  sebagian 
besar  setuju  dengan  model  kerjasama,  diikuti 
oleh ambivalensi positif berkaitan dengan model 
komunitarianisme   negara  di  kalangan  Muslim 
dan ambivalensi negatif di kalangan Kristen. 
Muslim dan Kristen keduanya menunjukkan 
persetujuan yang rendah pada model liberalisme 
otonom.     Sekalipun     tampaknya     persetujuan 
kedua kelompok agama ini sama, tetapi juga ada 
perbedaan ketika kita melihat model-model itu 
secara terpisah. Khususnya, ada perbedaan yang 
signifikan antara Muslim dan Kristen berkaitan 
dengan model kerjasama dan model 
komunitarianisme negara. Responden Kristen 
secara signifikan lebih setuju pada model 
kerjasama  daripada  Muslim  dan  responden 
Muslim cenderung lebih positif terhadap model 
komunitarianisme negara daripada responden 
Kristen. 
 
Ketiga, terkait karakteristik dari masing- 
masing  model  hubungan   agama-negara,   kami 
menemukan beberapa hal menarik. Keterlibatan 
orangtua  dalam  pilihan  agama  dan  dalam 
kegiatan keagamaan responden, juga praktik- 
praktik   keagamaan    mahasiswa    sendiri 
tampaknya cukup penting berkorelasi dengan 
model-model  hubungan  agama-negara.  Hal 
lainnya  seperti  usia,  jenis  kelamin,  jenis 
perguruan  tinggi  (negeri,  Islam  atau  Kristen), 
lokasi (Yogyakarta atau Ambon) dan preferensi 
partai   politik   hanya   sesekali   terkait   dengan 
model hubungan agama-negara. Lebih khusus, 
karakteristik personal sebagian besar secara 
signifikan berkorelasi dengan model-model 
hubungan agama dan negara di spektrum 
komunitarianisme  negara  dan  liberalisme 
otonom.  Sementara  keyakinan  agama 
menunjukkan   korelasi   yang  lebih  sering  dan 
lebih  kuat  dengan  ketiga  model  hubungan 
agama-negara. Keyakinan agama memberikan 
indikasi  yang  lebih  kuat  pada  model  agama- 
negara daripada karakteristik personal. Lebih 
khusus lagi, keyakinan inter-group - yaitu 
keyakinan agama yang terkait dengan tradisi- 
tradisi   keagamaan   lainnya   –   dianggap   amat 
relevan untuk membangun pemahaman tentang 
bagaimana seharusnya hubungan agama-negara. 
Model kerjasama tampaknya dapat ditemukan 
secara  kuat  di  kalangan  responden  yang 
memberi perhatian pada solidaritas dan keadilan 
yang dirangsang oleh tradisi keagamaan mereka, 
termasuk juga di antara mereka yang cenderung 
lebih setuju dengan pluralisme kesamaan dan 
relativisme dalam pluralitas agama. Model 
kerjasama  juga  lazim  ditemukan  di  antara 
Muslim dan Kristen yang memegang gambaran 
Allah  antropomorfis  dan  yang  melihat 
Muhammad atau Yesus masing-masing sebagai 
model untuk kehidupan mereka. Model 
komunitarianisme negara lebih disukai oleh 
responden   Muslim   dan   Kristen   yang   setuju 
dengan monisme dan tidak setuju dengan 
relativisme dalam pluralitas agama. 
Komunitarianisme negara juga terkait dengan 
gambaran klasik Muhammad atau Yesus. Model 
liberalisme  Otonom  –  meskipun  umumnya 
ditolak   –  adalah  khas  bagi  umat  Islam  dan 
Kristen  dengan  interpretasi  yang  lebih  liberal 
pada kitab suci dan iman, dan bagi umat Islam 
yang memegang gambaran Muhammad yang 
humanistik. Di antara umat Islam, model ini juga 
berkorelasi negatif dengan monisme dan 
berhubungan positif dengan relativisme dalam 
pluralitas agama. 
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Keempat, kami berusaha menjelaskan 
persetujuan  pada  model  agama-negara  di 
kalangan umat Islam dan Kristen dan perbedaan 
yang ada ke dalam dua level, yaitu teologis dan 
kontekstual.  Penjelasan  teologis  didapatkan 
melalui bagaimana keyakinan agama tertentu 
memberikan pengaruh positif atau justru negatif 
pada  masing-masing  model.  Penjelasan 
kontekstual diperoleh dengan melihat konteks 
mayoritas-minoritas  di tingkat nasional (Indonesia) 
dan regional (Ambon vs Yogyakarta), kekuasaan 
dan status mereka, serta keadaan lainnya seperti 
sejarah konflik. Model kerja sama paling kuat 
disebabkan oleh keyakinan bahwa iman 
memerlukan perwujudan dalam solidaritas dan 
keadilan  dengan  semua  orang.  Hal  ini  berlaku 
bagi Muslim dan Kristen. Pluralisme kesamaan 
(baik Muslim dan Kristen) dan relativisme (bagi 
umat Islam saja) juga berkontribusi terhadap 
persetujuan   pada  model   kerjasama,   bersama- 
sama  dengan  cara  pandang  pada  Muhammad 
atau Yesus sebagai model kehidupan yang benar 
dengan dan bagi orang lain. Komunitarianisme 
negara  terutama  dipengaruhi  oleh  klaim 
kebenaran yang monistik dari tradisi tiap agama, 
Muslim dan Kristen. Sementara bagi umat Islam, 
religiosentrisme juga berkontribusi pada persetujuan 
mereka atas komunitarianisme negara. Liberalisme 
otonom biasanya berkaitan dengan kurangnya 
persetujuan pada keyakinan agama tradisional 
seperti gambaran Allah yang antropomorfis atau 
Muhammad sebagai model. Namun, di antara 
orang-orang Kristen, persetujuan pada liberalisme 
otonom dapat dijelaskan dengan melihat lokasi 
mereka (Yogyakarta, yaitu dalam situasi mereka 
sebagai minoritas), dan – yang mengejutkan – 
dengan monisme. Keduanya dapat dijelaskan 
dengan melihat latar belakang posisi minoritas 
Kristen. 
 
Kami mengawali tulisan ini dengan 
argumen bahwa secara paradoksal munculnya 
radikalisme agama dan pengaruhnya terhadap 
politik  berkaitan  dengan  proses  demokratisasi 
dan desentralisasi politik yang dimulai sekitar 
pergantian abad lalu. Karena arti penting agama 
di tingkat individu dan adanya penerimaan yang 
tinggi di tingkat masyarakat, hal ini menjadi 
kepentingan orang-orang yang mencari kekuasaan 
(yaitu partai-partai politik) yang menghubungkan 
mereka dengan pemilih dari keyakinan agama 
tertentu. Desentralisasi membuat situasi lokal 
menjadi   lebih   relevan   bagi   adanya   undang- 
undang dan peraturan serta situasi lokal ini juga 
mencakup pentingnya bentuk khusus agama dan 
hubungan  antar  agama.  Meskipun  ada 
peningkatan mobilitas sosial dan geografis, 
peristiwa konflik agama dalam dua puluh tahun 
terakhir  telah  sama  dengan  yang  terjadi 
sepanjang perjuangan kemerdekaan tampak 
mencolok (Bertrand, 2004). Identitas komunitas 
agama setempat sangat berpengaruh terhadap 
politik, tepat seperti yang kita lihat dalam 
kontribusinya  bahwa keyakinan  agama pada 
tingkat individu memiliki efek pada pandangan 
tentang hubungan agama-negara. Apakah 
meningkatnya pengaruh baru dari Islam pada 
undang-undang  dan  peraturan  adalah 
kemunduran sementara dalam evolusi jangka 
panjang sekularisasi dan sekularisme negara di 
Indonesia? Dan apa bentuk konkret sekularisme 
itu nantinya? Ini masih harus dilihat dari arah 
pandangan tentang pemerintah yang bagaimana 
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